SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TIM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan kebijakan
Pemerintah Daerah dan merupakan satu kesatuan dari
sistem hukum nasional sehingga tidak boleh
bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. bahwa koordinasi penerapan standar pelayanan
minimal di Daerah yang meliputi penerapan,
pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan
permasalahan penerapan standar pelayanan minimal
harus berpedoman pada ketentuan  peraturan
perundang-undangan serta memenuhi kesesuaian
antara materi muatan dan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik;

c. bahwa pengaturan mengenai Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Daerah yang diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2019 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum serta belum memenuhi
kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, sehingga perlu dicabut;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;



Mengingat

Menetapkan

-2 -

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pemerintahan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN
2019 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DAERAH

Pasal 1
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 91),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya
KE BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001




